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MOTTO
اَه ْـنِم ُّفَخَلأْا َم ِّدُق ُدِساَفَمْلا ِتََحماَزَـت اَذِإَو اَه ْـنِم ىَلْعَلأْا َم ِّدُق ُحِلاَصَمْلا ِتََحماَزَـت اَذِإ
“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar
(lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya,
kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”
(kaidah Ushul)
 ُُهقَرَع َّفَِيج ْنَأ َلْبَـق ُهَرْجَأ َيرِجَلأا اوُطْعَأ
“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR.
Ibnu Majah, shahih).
vii
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi
tersebut adalah :
1. Konsonan
Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf
latin adalah sebagai berikut :
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif Tidakdilambangkan
Tidak
dilambangkan
ب ba B Be
ت ta t Te
ث s\a s\ Es (dengan titikdi atas)
ج jim j Je
ح H}a h} Ha (dengan titikdi bawah)
خ kha kh Ka dan ha
د dal d De
ذ zal z\ Zet (dengan titikdi atas)
ر ra r Er
ز zai z Zet
س sin s Es
ix
ش Syin sy Es dan ye
ص s}ad s} Es (dengan titikdi bawah)
ض d}ad d} De (dengan titikdi bawah)
ط t}a t} Te (dengan titikdi bawah)
ظ z}a z} Zet (dengan titikdi bawah)
 ع ‘ain ...'..... Koma terbalik di
atas
 غ gain g Ge
ف fa f Ef
 ق qaf q Ki
ك kaf k Ka
ل lam l El
م mim m Em
ن nun n En
و wau w We
 ه ha h Ha
ء hamzah ...'... Apostrop
ى ya y ye
2. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harakat, transliterasinya sebagai berkut :
xTanda Nama Huruf Latin Nama
 َ◌ Fathah A A
 ٍ◌ Kasrah I I
 ُ◌ Dammah U U
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transiterasi
1.  بتک Kataba
2. رکذ Żukira
3. بهذي Yazhabu
b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :
Tanda dan
Huruf Nama
Gabungan
Huruf Nama
ى . . .  أ Fathah dan ya Ai a dan i
و . . .  أ Fathah dan wau Au a dan u
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. فيک Kaifa
2. فيح Ḥaula
xi
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :
Harakat dan
Huruf Nama
Huruf dan
Tanda Nama
ي . . .  أ Fathah dan alif
atau ya
Ā a dan garis di
atas
ي . . .  أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas
و . . .  أ Dammah dan
wau
Ū u dan garis di
atas
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. لاق Qāla
2.  ليق Qĩla
3.  لوقي Yaqūlu
4.  يمر Ramā
4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau
dammah transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah
/h/.
Apabila pada suatu kata yang diakhiri kata Ta Marbutah diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. للاافطٲ ةضور Rauḍah al-aṭfãl
2.  ةحلط Ṭalḥah
xii
5. Syaddah (Tasydid)
Yaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi
ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang
sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1.  انبر Rabbana
2.  لّزن Nazzala
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا.
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sedang yang diikuti oleh
huruf Qamariyyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyag ditranslitersikan
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata
sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah di transliterasikan sesuai dengan
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti
dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata
yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1.  لجّرلا Ar-rajulu
2.  للالجا Al-Jalālu
xiii
7. Hamzah
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. ٲلك Akala
2. تٲ نوذخ Ta’khuzūna
3.  ؤنلا An-Nau’u
8. Huruf Kapital
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital,
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal
atau kata sandangnya.
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan terebut
disatukan dengan kata lain sehingga ada hurud atau harakat yang dihilangkan,
maka huruf kapital tidak digunakan.
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1.  لوسرلاإدحممامو Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2. رنيلماعلا ّٰ دملح Al-ḥamdu lillahi rabbil ‘ālamīna
xiv
9. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tentun yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa
dirangkap.
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. وهّٰللاوهلنيقزارلايرخ ٳ ن Wa innallaha lahuwa khair ar-rāziqin /Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.  اوفوأفليكل ازيلماو Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa
auful-kaila wal mīzāna
xv
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang melimpahkan rahmat, karunia
dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“TINJAUAN MAṢLAḤAH MURSALAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PRAKTIK KERJA LEMBUR UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2013
TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS DI CV. KENCANA
PRINT BOYOLALI). Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang
Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah
IAIN Surakarta.
Dalam penyususnan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran,
waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan
setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Surakarta
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Masjupri, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah), Fakultas Syariah
4. Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A. selaku dosen Pembimbing Akademik Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah
5. Lutfi Rahmatulloh,S.TH., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang telah
memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan
skripsi
6. H. Setyo Manunggal, selaku Pimpinan CV. Kencana Print Boyolali yang
telah mendukung penulis dengan wawasan dan waktunya agar terselesainya
skripsi.
7. Erland Cahto Saputro, S.Sps., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan yang telah
memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di
Perpustakaan IAIN Surakarta
xvi
8. Segenap Mahasiswa IAIN Surakarta yang telah mau meluangkan waktu
untuk membantu penulis dalam segala hal
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah
memberikan bekal ilmu yang bermanfaaat bagi penulis
10. Ibuku dan Bapakku, terima kasih atas do’a, cinta dan pengorbanan yang tak
pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan
11. Teman-teman angkatan 2015, yang telah memberikan keceriaan kepada
penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah
berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam menyusun skripsi.
Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman
13. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do’a
serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan
kepada semuannya. Amin.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Surakarta, 01 November 2019
Imroatusolikha
NIM. 15.21.1.1.076
xvii
ABSTRACT
Imroatusolikha, NIM: 15.21.11.076 “TINJAUAN MAṢLAḤAH
MURSALAH TERHADAP IMPLEMENTASI PRAKTIK KERJA LEMBUR
UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus di CV. Kencana Print Boyolali)” Each
company has a different employment system as it did in CV. Kencana Print
Boyolali. This company that has been established for quite a long time has enough
workers, each worker who will enter the company must, really be ready with the
agreement that already exists in the company. The researcherted interested in
researching at CV. Kencana Print in Boyolali because researchers wanted to know
clearly how the employment system wa implemented in the company.
Each new worker will be given a training that aims to enable workers to
master the part to be worked on, also workers will be given wages with work that
has been worked on. And will get extra if the worker does his job very well.
Workers are given wagess with the provision, if workers do good work and work
diligently in work then workers will get wages according to the UMR, but there
are also workers who have not received a salary according to the UMR because
workers are in an orderly manner.
Each worker is given each part with different conditions. Workers who
have been able to complete the work and there is still a lot of stock, the workers
will overtime until the stock is out stock even after overtime.
This research is a descriptive study with symbolic interaction as a
discussion of data obtained in the field, with the aim of describing how the real
work system in CV. Kencana Print Boyolali.
Keywords : employment, workers, agreement, wages
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ABSTRAK
Imroatusolikha, NIM: 15.21.11.076 “TINJAUAN MAṢLAḤAH
MURSALAH TERHADAP IMPLEMENTASI PRAKTIK KERJA LEMBUR
UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN(Studi Kasus di CV. Kencana Print Boyolali)” Setiap
perusahaan memiliki sistem ketenagakerjaan yang berbeda-beda seperti yang
terjadi di CV. Kencana Print Boyolali. Perusahaan yang telah cukup lama berdiri
ini memiliki cukup banyak seorang pekerja, setiap pekerja yang akan masuk
keperusahaan tersebut maka, harus benar-benar siap dengan perjanjian yang telah
ada dalam perusahaan tersebut. Peneliti tertarik untuk meneliti di CV. Kencana
Print di Boyolali karena peneliti ingin mengetahui jelas bagaimana sistem
ketenagakerjaan yang dilaksanakan dalam perusahaan tersebut.
Setiap pekerja yang baru masuk maka akan diberikan sebuah pelatihan
yang bertujuan untuk agar pekerja dapat menguasai bagian yang akan dikejakan.
Juga pekerja akan diberikan upah dengan pekerjaan yang dikerjakan, dan akan
mendapatkan tambahan jika pekerja melakukan pekerjaannya dengan sangat baik.
Pekerja diberi upah dengan adanya ketentuan, jika pekerja melakukan pekerjaan
dengan baik dan pekerja rajin dalam bekerja maka, pekerja akan mendapatkan
upah sesuai dengan UMR. Namun ada juga pekerja yang belum mendapatkan gaji
sesuai dengan UMR dikarenkan pekerja dalam pengabsenan kurang tertib.
Setiap pekerja diberi bagiannya masing-masing dengan ketentuan yang
berbeda-beda. Pekerja yang belum dapat menyelesaikan pekerjaan dan stok
barang masih banyak maka, pekerja akan lembur sampai barang stok habis
walaupun telah melebihi jam lembur.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan
interaksisimbolik  sebagai  pembahas  data  yang  diperoleh  dilapangan,  dengan
tujuan mendeskripsikan  bagaimana sistem kerja yang nyata di CV. Kencana Print
di Boyolali.
Kata kunci : Ketenagakerjaan, Pekerja,Perjanjian, Upah,
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan
tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi
manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma
yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.1Hal tersebut dipertegas pada Pasal 6
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
menyatakan: “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama
tanpa diskriminasi dari pengusaha”. Maka setiap pekerja berhak memperoleh
perlakuan yang sama tanpa perbedaan dari pengusaha, tinggal bagaimana
pengusaha dalam merealisasikannya. Baik dari mulai pekerja itu diterima
sebagai pekerja sampai dengan penempatan dan pada masa pekerja
melaksanakan pekerjaan di perusahaan.2
Menurut Soepomo perlindungan hukum terhadap tenaga kerja adalah
penjagaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi
kemanusiaan. Salah satu bentuk perlindungan hukum ini adalah norma kerja
yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu
kerja, sistem pengupahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagian
1 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997),
hlm. 75-76.
2 Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 263-264.
2memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang
tinggi serta perlakuan yang sesuai dengan martabat dan moril.3
Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja ini terjadi karena adanya
suatu hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, hubungan kerja ini
lahir karena adanya perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja tersebut berisi
tentang pengaturan mengenai syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja
dan pengusaha, pengupahan serta jaminan sosial tenaga kerja. Pasal 1 angka 15
UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa
“hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan
perintah”.4
Iman Soepomo menulis bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian
yang diadakan oleh buruh dan pengusaha, di mana buruh menyatakan
kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan
dimana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh
dengan membayar upah. Jadi dengan perumusan di atas, telah ada dua pihak
yang saling mengikatkan diri sehingga memenuhi unsur dari perjanjian pada
umumnya.5
Hubungan  kerja  menurut  Pasal 1  angka 15 UU No.13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan  adalah hubungan  (hukum)  antara  pengusaha
dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai
3 Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 263-264.
4 Ibid, hlm. 5.
5 Ibid.
3unsur pekerjaan, upah dan perintah. Dengan demikian, hubungan kerja tersebut
adalah sesuatu  yang  abstrak,  sedangkan  perjanjian  kerja  adalah  sesuatu
yang  konkrit. Dengan  adanya  perjanjian  kerja  maka  akan  lahir  perikatan.
Dengan  kata  lain, perikatan  yang  lahir  karena  adanya  perjanjian  kerja
inilah  yang  merupakan hubungan kerja.6
Ketentuan Pasal 1601 huruf a KUHPerdata, mengenai perjanjian kerja
disebutkan bahwa “Perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak
yang satu, si buruh,  mengikatkan  dirinya  untuk  di  bawah  perintah  pihak
yang lain,  si majikan,  untuk  suatu  waktu  tertentu,  melakukan  pekerjaan
dengan menerima upah”.7
Hukum perikatan menurut islam adalah bagian dari hukum islam
bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan
hubungan ekonominya.8
(٢٨٦: ةرقبل) ااَهَعْسُو لاِإ اًسْفَـن ُ َّ ا ُفِّلَُكي لا
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya” (Q.S. al-Baqarah [2] : 286)
Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dan
mempelajari lebih mendalam tentang UU Ketenagakerjaan dan dikaitan
terhadap maṣlaḥah mursalah yang dijalankan oleh CV. Kencana Print Boyolali
yang mana dengan tempat perusahaan di tengah-tengah desa dan banyak
6 Djumadi, Hukum  Perburuhan  Perjanjian  Kerja, (Jakarta : PT. Raja  Grafindo  Persada,
2006), hlm. 29.
7 Ibid,.
8 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2006). hlm . 3.
4pekerja yang berasal dari luar kota bahkan sampai dengan luar jawa. Maka
penulis menuangkan dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan
Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Implementasi Praktik Kerja Lembur
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi
Kasus Di CV. Kencana Print Boyolali).
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dari kerja lembur ?
2. Mengapa dilakukan kerja lembur dalam perusahaan ?
3. Bagaimana tinjauan maṣlaḥah mursalah dan UU No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan praktik kerja lembur di CV. Kencana
Print Boyolali?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui apa arti dari kerja lembur.
2. Untuk mengetahui mengapa diperusahaan dilakukan kerja lembur.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan maṣlaḥah mursalah dan UU No.13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan kerja lembur
UU No.13 Tahun 2003 di CV. Kencana Print Boyolali.
5D. Manfaat Penelitian
1. Teoritis
Untuk menambah ilmu dan wawasan bagi penulis tentang bagaimana
praktek kinerja lembur yang nyata dalam suatu perusahaan/pabrik
khususnya di CV. Kencana Print Boyolali tersebut.
Untuk lebih memahami bagi penulis dalam pelaksanaan undang-
undang no.13 tahun 2003 di CV. Kencana Print Boyolali jika ditinjau dari
segi maṣlaḥah mursalah.
2. Praktis
Diharapkan dari hasil penelitian ini para perusahaan maupun pabrik
dapat lebih teliti lagi dalam menjalankan suatu usaha, agar dapat
menyesuaikan yang ada didalam undang-undang terutama dalam UU No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
E. Kerangka Teori
Dalam sebuah penelitian ilmiah, kerangka teori diperlukan untuk
membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang akan diteliti.
Kerangka teori juga digunakan untuk memperlihatkan ukuran-ukuran atau
kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Adapun dalam
penelitian ini kerangka teori diartikan sebagai cara atau kerangka berfikir yang
digunakan untuk menganalisis obyek material dari penelitian.
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang ada
dalam rumusan masalah, baik yang berkaitan dengan maṣlaḥah mursalah
6maupun UU tentang ketenagakerjann, penulis menggunakan teori yang
berkaitan dengan maṣlaḥah mursalah. Dari tinjauan maṣlaḥah mursalah
persoalan yang dianggap urgen adalah bagaimanakan maṣlaḥah mursalah
memandang Pasal 78 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Jam Kerja Lembur jika
didalamnya terdapat hal yang sebenarnya adalah suatu kemaslahatan bagi para
pihak-pihak yang bekerja di CV. Kencana Print Boyolali. Apa saja
kemaslahatan dan mudaharatan yang terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2003
dengan segala ketentuan di dalamnya. Inilah kerangka teori yang digunakan
dalam penelitian ini untuk mengkaji Pasal 78 UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dengan ketentuan di dalamnya.
1. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Menurut UU Ketenagakerjaan setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain disebut pekerja/buruh.
Selama ia melakukan pekerjaan, memang ia berhak atas pengupahan yang
menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya.9
Pasal 50 UU ketenagakerjaan ini mengatur bahwa hubungan kerja
terjadi karena perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh. UU
ini menetapkan beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam
perjanjian kerja untuk melindungi tenaga kerja dari praktek tidak adil atau
penyalah gunaan dan untuk menjamin kepastian hukum yang berkaitan
dengan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha.10
9 Imam Soepomo, pengantar Hukum Perburuhan, ( Jakarta : Djambata, 1999), hlm. 178.
10 Ibid., hlm. 17.
7Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa tiap-tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusian. Begitupula dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap
orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang
adil dalam hubungan kerja. Oleh karena itu setiap orang yang bekerja dan
menerima imbalan telah dijamin oleh UUD 1945.11
Menurut Pasal 1 angka (30) UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjan upah adalah “Hak pekerja/burug yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi
kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan termasuk tunjangan
bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang
telah atau dilakukan”. 12
Kemudian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga
menyebutkan perlindungan pengupahan meliputi:
a. Upah minimum.
b. Upah kerja lembur.
c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan.
d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar
pekerjaannya.
11 Rachmawati, “Pemberian upah lembur terhadap pekerja yang bekerja dihari libur di PT.
Matahari Putra Prima Tbk (Hypermart) Bandung di hubungkan dengan Undang-undang nomor 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo Keputusan Menteri no.102/MEN/2004 waktu kerja lembur
dan upah kerja lembur” skripsi tidak diterbitkan Program Sarjana Universitas Bandung, hlm. 12.
12 Ibid.
8e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya.
f. Bentuk dan cara pembayaran upah.
g. Denda dan potongan upah
h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah.
i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional.
j. Upah untuk pembayaran pesangon, dan
k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.13
Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut
sudah jelas terdapat ketentuan mengenai perlindungan pengupahan yang
disebutkan secara khusus dalam huruf B, pengertian upah kerja lembur yaitu
upah yang diterima pekerja/buruh atas pekerjaannya sesuai dengan jumlah
waktu kerja lembur yang dilakukannya. 14 Jumlah waktu kerja lembur
adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam
dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 8 hari kerja dan 40 jam dalam
seminggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari
libur resmi yang ditetapkan pemerintah (Pasal 1 ayat 1 peraturan menteri no.
102/MEN/VI/2004). Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling
banyak 3 jam/hari dan 14 jam dam 1 minggu diluar istirahat mingguan atau
hari libur resmi.15
13 Kutipan, Undang-Undang  nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
14 Rachmawati, “perhitungan upah lembur” dikutip dari http://www.gajimu.com diakses 4
april 2019.
15 Keputusan Menteri no. 102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja
lembur.
92. Maṣlaḥah Mursalah
Imam Ghozali mengemukakan bahwa pada prinsipnya maṣlaḥah
adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka
memelihara tujuan-tujuan syara’.
Sebuah perusahaan juga harus bisa menjalankan kemaslahatan dari
pekerjanya. Dalam sebuah ushul fiqh terdapat hukum maṣlaḥah mursalah
yang bisa menjadi acuan dari sebuah perusahaan. Semua kemaslahatan yang
telah dijelmakan kedalam hukum-hukum untuk mendukung terealisasinya
kemaslahatan tersebut dan fungsinya sebagai illat hukum.16
 َينِمَلاَعِْلل ًةَْحمَر لاِإ َكاَنْلَسْرَأ اَمَو) :ءايبنلأا٧۰١(
“Tidaklah semata-mata aku mengutusmu (Muhammad) kecuali untuk
kebaikan seluruh alam”. (Q.S. al-Anbiya’ [21]: 107)
Oleh karena itu, pengupahan dalam bentuk upah lembur menjadi hak
dari pekerja/buruh yang telah ditentukan juga bentuk keadilan dalam suatu
usaha yang dijalankan. Sehingga merupakan salah satu bentuk kebijakan
perlindungan bagi pekerja/buruh. Tentunya menjadi suatu hal yang harus
diperhitungkan dan diketahui dengan seksama dan jelas, baik oleh pelaku
usaha maupun pekerja/buruh.
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap perusahaan tidak boleh
mendiskriminasi karyawannya, salah satunya adalah mendzolimi salah satu
16 Alaiddin Koto, Ilmu Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh, (Pekanbaru : Rajawali, 2004), hlm. 109.
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karyawannya dalam hal kerja lembur dengan sistem jam yang tidak
ditentukan oleh perusahaan tersebut.
F. Tinjauan Pustaka
Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengawalinya dengan
peninjaun awal ke beberapa hasil penelitian terdahulu yang mempunyai
relevansi dengan tema yang akan diteliti. Demi mendukung peninjaun ini,
peneliti menjadikan beberapa hasil penelitian tersebut sebagai perbandingan
yang menunjukkan bahwa penelitian ini tidaklah sama dengan penelitian yang
telah ada. Selanjutnya ada beberapa penelitian terdahulu yang disertakan.
Penelitian yang dilakukan oleh Evi Rosmanasari,S.H. yang berjudul
“Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing PT.
Indah Karya Nuansa Indonesia (PT. Inkanindo) di PT. Pertamina (Persero) up-
vi Balongan” skripsi ini mengkaji tentang bagaimana cara mengupah untuk
karyawannya yang mendapat jam lembur kerja, juga dalam skripsi ini
membahas tentang perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan untuk pekerja
yang akan bekerja dalam perusahaan tersebut.17
Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas
tentang jam kerja lembur pekerja dan perjanjian pekerja dalam perusahaan.
Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian dari Evi
Rosmanasari,S.H. permasalahan yang diambil adalah upah bagi pekerja yang
17 Evi, Rosmanasari, “Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing
PT. Indah Karya Nuansa Indonesia (PT. Inkanindo) di PT. Pertamina (Persero) up-vi Balongan”
skripsi tidak diterbitkan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008.
11
mendapat jam kerja lembur tidak sesuai dengan UMK di kota tersebut malah
dibawahnya. Dan dalam segi perjanjian pekerja penelitian dari Evi
Rosmanasari,S.H. membahas bahwa perjanjian yang telah di sepakati tidak
dilakukan oleh perusahaan, perjanjian dilakukan hanya sebagai syarat awal
pekerja untuk bekerja dalam perusahaan.
Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang jam kerja lembur
yang melebihi dari aturan dalam undang-undang no.13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, dan upah diberikan belum sesuai dengan jam kerja lembur
yang melebihi. Dalam segi perjanjian dalam penelitian ini perjanjian dilakukan
sebagai kesiapan pekerja dalam bekerja, namun perjanjian akan berubah tanpa
sepengetahuan dari para pekerja.18
Penelitian yang dilakukan oleh Putri Anisatul Mabruroh yang berjudul
“Implementasi UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap
outsourcing di PT. PLN Rayon Purbalingga” skripsi ini membahas tentang
pekerja outsourcing juga bagaimana perjanjian untuk pekerja. Persamaan
dengan penelitian ini adalah salah satunya membahas tentang perjanjian
pekerja.19
Perbedaaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian oleh Putri
Anisatul Mabruroh perjanjian yang telah dilakukan akan diperpanjang dan
diperbarui setiap tahun, padahal itu yang melanggar dalam undang-undang.
18 Ibid.,
19 Putri Anisatul Mabruroh, “Inplementasi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan terhadap Outsourcing di PT. PLN Rayon Purbalingga” skripsi tidak diketahui
Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
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Sedangkan dalam penelitian ini perjanjian pekerja dibuat, namun ketika ada
suatu hal perjanjian akan berubah tanpa sepengetahuan dari pihak pekerja.
G. Metode Penelitian
Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa
gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan
yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu
pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.
Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :
a. Pendekatan
Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yang
mana pendekatan yuridis dilakukan terhadap masalah dari perspektif
peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris digunakan
untuk mendekati masalah dari aspek praktik dalam UU No.13 Tahun 2003
tentang ketenagakerjaan yang ditinjau dari segi maṣlaḥah mursalah.
b. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penulisan yang
bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin
tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya yaitu
mempertegashipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-
teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. 20 Alasan-
alasan menggunakan penelitian diskriptif untuk memberikan suatu
20 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1996), hlm. 10.
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gambaran, lukisan, dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang
berhubungan dengan undang-undang yang ditinjau dari maṣlaḥah
mursalahnya.
c. Sumber Data
Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya
dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak
diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. data yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut:
1) Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data yang mempunyai otoritas
(autoritatif).21 Sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang
diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni
langsung dari karyawan CV. Kencana Print Boyolali.
2) Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum
yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri
atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa
permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum,
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas
putusan hakim.22
d. Teknik Pengumpulan Data
21 Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010),  hlm.47.
22 Ibid., hlm. 54
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Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis
akan menggunakan data sebagai berikut:
1) Studi Kepustakaan
Yaitu dengan cara mempelajari buku-buku referensi dan hasil
penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain.23
Penulis juga memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara
mengiventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau
berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas
termasuk juga jurnal-jurnal, artikel, dan lain-lain.
2) Studi Lapangan
Yaitu metode penelitian ini  bisa dimulai dengan  perumusan
permasalahan  yang  tidak  terlalu  baku. Instrumen  yang  digunakan
juga  hanya  berisi  tentang  pedoman wawancara.  Pedoman wawancara
ini  dapat  berkembang  sesuai dengan  kondisi  yang ada  dilapangan.24
Penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung
terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang
diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa berbagai
sumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Studi lapangan
dilakukan dengan wawancara dan observasi.
a) Wawancara
23 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta : Graha
Ilmu, 2006), hlm. 26.
24 Priyono, Metode Penelitian Kuantitatif,  (Sidoarjo : Zifatu Publishing, 2016), hlm. 101.
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Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi
bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk
memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah
penelitian kepada seorang responden.25 Wawancara dilakukan dengan
para karyawan juga langsung dengan pemilik dari CV. Kencana Print
Boyolali.
b) Observasi
Merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti
melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk
melihat dari dekat kegiatan yang dilakuka. 26 Observasi dilakukan
terhadap bagaimana kinerja yang dilakukan para karyawan yang sudah
berusia dewasa.
H. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan
penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika
skripsi ini sebagai berikut :
BAB I membahas tentang pendahuluan yang menguraikan latar
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian, dan
sistematika penulisan skripsi.
25 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), hlm.
82.
26 Riduwan, Metode Riset, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 104.
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BAB II membahas tentang pengertian kerja lembur, perjanjian kerja,
upah, pengertian ketenagakerjaan dan maṣlaḥah mursalah.
BAB III membahas tentang gambaran umum dari CV. Kencana Print
Boyolali.
BAB IV membahas tentang analisis penulis mengenai pelaksanaan
sistem kerja, pemberian upah lembur pekerja dan perjanjian kerja pada CV.
Kencana Print Boyolali.
BAB V membahas tentang penutup yang menguraikan tentang
kesimpulan dan saran.
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BAB II
KERJA LEMBUR, KETENAGAKERJAAN, PERJANJIAN
KERJA/HUBUNGAN KERJA DAN UPAH
A. Kerja Lembur
1. Definisi Kerja Lembur
Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari
dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau delapan jam
sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu atau waktu
kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang
ditetapkan Pemerintah (Pasal 1 butir 1 Kemenakertrans No.
Kep102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja
Lembur).1
Pengusaha yang mempekerjaknpekerja/buruh melebihi waktu kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:
a. Adanya persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan;dan
b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam
dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.2
2. Kewajiban Perusahaan Selama Waktu Lembur
Perusahaan yang memperkerjakan buruh/pekerja di luar jam kerja,
maka perusahaan wajib :
1 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 155.
2 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2001), hlm. 128.
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a. Memberi upah kerja lembur;
b. Memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya;
c. Memberi makanan dan minuman sekurang-kurang 1400 kalori apabila
kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih. Pemberian
makanan dan minuman tidak boleh diganti dengan uang dan cara
perhitungannya didasarkan pada upah bulanan, dan cara menghitungnya
adalah upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan. Apabila kerja lembur
dilakukan pada hari kerja.
Apabila pengusaha akan melakukan kerja lembur maka harus ada
perintah tertulis dari penguasaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh
yang bersangkutan bentuknya adalah dalam bentuk daftar pekerja/buruh,
yang selanjutnya ditandatangani oleh buruh dan pengusaha yang bersedia
bekerja lembur.3
3. Alasan penerapan waktu kerja lembur
Meskipun kerja lembur menyebabkan produktivitas kerja menurun
dan mengakibatkan kenaikan biaya tenaga kerja, lembur sangat sering
dijumpai pada pelaksanaan proyek konstruksi. Ada berbagai alasan yang
menyebabkan lembur menjadi pilihan, lembur dilakukan untuk:
a. Mengejar keterlambatan jadwal;
b. Mempercepat penyelesaian proyek;
c. Mengatasi peningkatan dimensi dan kompleksitas proyek yang
disebabkan oleh perubahan desain;
3 Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 7, No. 1, April 2007, hlm. 90–93.
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d. Mengatasi kekurangan pekerja.4
Adapun lembur diterapkan sebagai daya tarik bagi tenaga kerja
dengan kualifikasi yang diinginkan, karena adanya pembayaran jam lembur
yang tinggi. Lembur juga seringkali dilakukan untuk memenuhi keinginan
pemilik proyek, agar proyek dapat diselesaikan secepat mungkin, sehingga
dapat secepatnya pula dioperasikan dan menghasilkan keuntungan bisnis.
Lembur lebih sering dipilih karena tidak menimbulkan masalah koordinasi
yang yang harus diatasi sebagaimana jika dipakai penambahan tenaga kerja
(overmanning) atau pergantian waktu kerja (shift).5
4. Pengaruh lembur pada kuantitas hasil kerja
Durasi kerja dapat dilihat dalam jumlah minggu, jumlah hari dalam
satu minggu, dan jumlah jam dalam satu hari. Secara logika, jumlah jam
kerja per minggu (misalnya 50 jam) yang diterapkan dalam hari kerja yang
lebih banyak (misalnya 6 hari), akan semakin menurunkan efisiensi. Hal ini
disebabkan karena terjadi lebih banyak inefisiensi harian. Inefisiensi ini
terjadi pada persiapan memulai pekerjaan (starting up) dan persiapan selesai
(winding down). Dengan demikian, jika dilakukan penambahan jam kerja
4 Tuti Sumarningsih, “Pengaruh Kerja Lembur pada Produktivitas Tenaga Kerja
Konstruksi”, Jurnal Ilmu dan Terapan Bidang Teknik Sipil, (Yogyakarta) Vol. 20, Nomor 1, Juli
2014, hlm. 64.
5 Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 7, No. 1, April 2007, hlm. 90–93.
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yang sama, akan lebih efisien jika penambahan tersebut dilakukan dalam
jumlah hari yang lebih sedikit. 6
Berkaitan dengan jumlah hari kerja dalam satu minggu dan jumlah
jam kerja dalam satu hari, penerapan empat hari kerja per minggu untuk
jumlah jam kerja 40 jam per minggu. Jadwal 4/10 (4 hari kerja, 10 jam per
hari) memiliki beberapa keuntungan :
a. Jam kerja lebih produktif (mengurangi waktu yang hilang pada awal dan
akhir pekerjaan).
b. Mengurangi biaya perjalanan.
c. Menaikkan semangat pekerja.
d. Ketidakhadiran dan keluar-masuk pekerja menjadi lebih sedikit.
Namun demikian jadwal 4/10 juga memiliki berbagai kekurangan,
antara lain:
1) Perusahaan jasa konstruksi dan personel administrasi pemilik proyek
memiliki jadwal kerja yang berbeda.
2) Personel pemilik proyek harus menyesuaikan jam kerja normal mereka.7
6 Tuti Sumarningsih, “Pengaruh Kerja Lembur pada Produktivitas Tenaga Kerja
Konstruksi”, Jurmal Ilmu dan Terapan Bidang Teknik Sipil, (Yogyakarta) Vol. 20, Nomor 1, Juli
2014, hlm. 64.
7 Ibid.
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B. Ketenagakerjaan
1. Definisi Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting dalam
pembangunan ekonomi karena tenaga kerja merupakan salah satu balas jasa
faktor produksi. Topik mengenai masalah kesempatan kerja dan
pertumbuhan ekonomi baik dalam skala nasional maupun regional
mendapat perhatian banyak orang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
membutuhkan penambahan investasi dan kebijakan ekonomi yang kondusif
merupakan hal penting. Dengan penambahan investasi baru diharapkan
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya juga dapat
menciptakan lapangan kerja baru.8
Tenaga  Kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu melakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik  untuk  memenuhi
kebutuhan  sendiri  maupun  untuk kebutuhan masyarakat (Pasal 1  angka 2
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).9
2. Sumber-Sumber Hukum Perburuhan
Buruh  adalah  barang  siapa  yang  bekerja  pada  majikan dengan
menerima upah Pasal 1 ayat 1 (1a) UU No. 22 Tahun 1957. 10 Sumber
hukum  perburuhan  adalah  segala  sesuatu  dimana kita  dapat menemukan
ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan mengenai permasalahan perburuhan,
8 Muhdar, “Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, Dan kemiskinandi Indonesia:
Masalah Dan Solusi”Jurnal Al- Buhuts Volume 11 Nomor 1 Juni 2015 ISSN 1907-0977 E ISSN
2442-823X, hlm:42-66
9 Muhamas Azhar, Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan, (Semarang: t.np.,t.t), hlm. 8.
10 Ibid, hlm. 8.
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yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk menyelesaikan permasalahan
perburuhan. Sumber hukum perburuhan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni:
a. Sumber hukum yang tertulis
Menurut Iman  Soepomo  sumber  hukum  yang  tertulis, ada 5
macam yakni :
1) Undang-Undang.
2) Peraturan-Peraturan.
3) Putusan Pengadilan Hubungan Industrial.
4) Perjanjian.
5) Traktat/Konvensi.11
b. Sumber hukum yang tidak tertulis
Sumber  hukum  yang  tidak  tertulis  adalah  kebiasaan.
Kebiasaan  tersebut  tumbuh  subur  setelah  Perang  Dunia  II dengan
alasan karena:
1) Pembentukan  Undang-Undang  atau  peraturan  perburuhan tidak
dapat  dilakukan  secepat  perkembangan  permasalahan perburuhan
yang harus diatur.
2) Peraturan dari zaman  Hindia  Belanda dirasakan sudah tidak sesuai
lagi dengan rasa keadilan masyarakat di Indonesia.12
11 Ibid, hlm. 21.
12 Ibid. hlm. 27.
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3. Perusahaan
Perusahaan merupakan suatu istilah perekonomian yang dikenal
dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan peraturan
lainnya. Namun, mengenai apa yang dimaksud dengan perusahaan tidak
dijumpai secara eksplisit dalam KUHD itu sendiri.13
Secara jelas pengertian perusahaan ini dijumpai dalam Pasal 1 UU
No. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, sebagai berikut :
“Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap
jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta
berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh
keuntungan/laba”.
Dari pengertian diatas ada dua unsur pokok yang terkandung dalam
suatu perusahaan, yaitu :
a. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa
suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan
berkedudukan di Indonesia.
b. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian, yang
dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.14
13 Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan dan Kepaiitan”, (Jakarta:
Erlangga, 2012), hlm. 10.
14 Ibid., hlm. 11.
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Dengan demikian, suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur
berikut :
a) Badan Usaha
Badan usaha maksudnya adalah suatu lembaga atau
perkumpulan/persekutuan yang menjalankan usaha dalam bentuk  hukum
tertentu seperti perusahan dagang, firma, persekutuan komanditer,
perseroan terbatas, koperasi dan lain-lain. Bentuk-bentuk hukum dari
badan usaha ini dapat dilihat dari akta pendiriannya yang dibuat dan
disahkan oleh pejabat yang berwenang.15
b) Kegiatan Dalam Bidang Perekonomian
Kegiatan atau usaha dalam bidang perekonomian dapat dibedakan
dalam tiga bidang, yaitu sebagai berikut :
1) Usaha dalam arti kegiatan perdagangan (commerce), yaitu
keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang
atau badan-badan baik didalam maupun luar negeri ataupun
antaranegara untuk tujuan memperoleh keuntungan.
2) Usaha dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi
atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna
dari asalnya.16
3) Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa (service), yaitu
kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa yang
dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan. 17
15 Ibid.
16 Ibid., hlm. 11.
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c) Terus-menerus atau Tidak Terputus-putus
Kegiatan dalam bidang perkonomian tersebut harus dilakukan
secara terus-menerus, tidak insidental, dan merupakan pekerjaan
sehari-hari untuk mendapatkan penghasilan dengan menghitung rugi
laba.
d) Secara Terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga)
Secara terang-terangan maksudnya adalah terbuka untuk
umum, diketahui oleh semua orang, bebas berhubungan dengan pihak
lain, diakui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Secara terang-
terangan ini dapat dilihat dari izin usaha dan izin tempat usahanya,
serta surat keterangan pendaftaran perusahaan tersebut. Izin-izin dan
surat keterangan ini dibuat oleh pejabat yang berwenang.18
e) Mengadakan Perjanjian Perdagangan
Mengadakan Perjanjian Perdagangan maksudnya adalah
mengadakan perjanjian jual beli, serta mengadakan produksi barang
dan jasa untuk dijual kepada pihak ketiga yang biasanya disebut
dengan konsumen.19
f) Harus Bermaksud Memperoleh Laba
Kegiatan perdangan itu dilakukan untuk memperoleh
“penghasilan”, keuntungan/laba. Penghasilan atau keuntungan/laba ini
menunjukan adanya nilai lebih yang diperoleh dari modal yang
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid, hlm. 12.
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digunakan. Dengan demikian, setiap kegiatan pergadangan harus
disertai dengan sejumlah modal, yang dengan modal ini harus
diusahakan untuk mendapatkan keuntungan atau laba.20
g) Melakukan Pembukuan
Pembukuan maksudnya adalah catatan yang berisikan hak dan
kewajiban yang melakukan kegiatan perekonomian. Undang-undang
no. 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan menentukan bahwa
perusahaan diwajibkan untuk membuat catatan. Catatan terdiri dari
neraca tahunan, perhitungan rugi-laba tahunan, rekening, jurnal
transaksi harian, dan catatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan
perekonomian yang dilakukan.21
Dari unsur-unsur perusahaan sebagaimana yang dikemukakan
diatas, dapat dirumuskan bahwa suatu perusahaa adalah setiap badan
usaha yang menjalanan kegiatan dalam biang perekonomian secara
terus-menerus, bersifat tetap dan terang-terangan dengan tujuan
memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan
pembukuan.22
20 Ibid.
21 Ibid,
22 Ibid, hlm. 13.
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C. Hubungan Kerja/Perjanjian Kerjasama
1. Definisi Perjanjian Kerjasama
Perjanjian kerjasama adalah perjanjian yang merupakan hasil
perundingan antara para serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat
kerja/serikat buruh yang tercatat di instansi yang bertanggung jawab di
bidang lembaga pemerintah yang menangani urusan ketenagakerjaan
dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha
yang memuat syarat-syarat kerja, hak-hak,dan kewajiban kedua belah
pihak.23
Pasal 50 UU Ketenagakerjaan ini mengatur bahwa hubungan kerja
terjadi karena perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh. UU
ini menetapkan beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam
perjanjian kerja untuk melindungi tenaga kerja dari praktek tidak adil atau
penyalah gunaan dan untuk menjamin kepastian hukum yang berkaitan
dengan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha.24
Ketika  melakukan suatu  perjanjian,  ada  hak  &  kewajiban  yang
melekat  masing-masing  pihak  yang  harus  dilaksanakan  supaya
perjanjian tersebut terlaksana. Sedangkan dari pengetian R. Subekti
perjanjian tersebut berisi  janji  kepada  orang  lain  untuk  melaksanakan
suatu,  dimana  janji  itu harus ditepati.25
23 Suwarto, Undang-Undang Ketenagakerjaan;Buku Panduan, (Jakarta :  Kantor
Perburuhan Internasional, 2003), hlm. 13.
24 Ibid., hlm. 17.
25Ahmad Miru, Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian. (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2008), hal 2.
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2. Objek Perjanjian
Dalam  melaksanakan  suatu  perjanjian  yang  menjadi  sasaran
pokok suatu  perjanjian  atau  persetujuan  adalah  prestasi.  Menurut
KUHPerdata  Indonesia,  prestasi  dapat  berupa  memberikan sesuatu,
berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu adalah setiap
prestasi  untuk  melakukan  sesuatu  yang  bukan  berupa  memberikan
sesuatu,  misalnya  membuat  naskah  buku  untuk  menerbitkan  oleh
penerbit anggota IKAPI di Bandung. Sementara itu, tidak berbuat sesuatu,
misalnya pihak penerbit besar anggota IKAPI itu tidak bersedia menerbitkan
sebuah naskah buku. 26
Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh
para pihak dalam perjanjian pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari
perjanjian tersebut. 27 Dapat dipahami bahwa ketika melakukan suatu
perjanjian objek yang dijadikan  perjanjian  adalah  prestasi,  dimana
prestasi  itu  harus  memenuhi kriteria atau persyaratan menurut undang-
undang yang berlaku.28
3. Bentuk-bentuk Perjanjian
Bentuk-bentuk  perjanjian  dapat dibedakan menjadi dua macam,
yaitu tertulis  dan  tidak  tertulis.  Perjanjian  tertulis  adalah  perjanjian
26 Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional,  ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006
),  hlm. 2.
27 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Cetakan
Ke-6, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014),  hlm.91.
28 Salim, Hukum  Perjanjian  Teori  dan  Praktik  Penyusunan  Perjanjian,  (  Jakarta  :
Sinar Gafika, 2008), hlm. 42-43.
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yang  dibuat oleh  para  pihak  dalam  bentuk  tulisan.  Sedangkan
perjanjian  lisan  suatu perjanjian  yang  dibuat  oleh  para pihak  dalam
wujud  lisan  (cukup kesepakatan para pihak).29
Ada tiga bentuk perjanjian  tertulis, sebagaimana dikemukakan
berikut ini :
a. Perjanjian  di  bawah  tangan  yang  ditandatangani  oleh  para  pihak
yang bersangkutan saja.  Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam
perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga.
Dengan  kata  lain,  jika  perjanjian  tersebut  disangkal  pihak ketiga
maka  para  pihak  atau  salah  satu  pihak  dari  perjanjian  itu
berkewajiban  mengajukan  bukti-bukti  yang  diperlukan  untuk
membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak
dapat dibenarkan.
b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para
pihak.  Fungsi  kesaksian  notaris  atau  suatu  dokumen  semata-mata
hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan  para pihak. Akan tetapi,
kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari  isi
perjanjian.  Salah  satu  pihak  mungkin  saja  menyangkal  isi perjanjian
namun  pihak  yang  menyangkal itu  adalah  pihak  yang harus
membuktikan penyangkalannya.
c. Perjanjian  yang  dibuat  dihadapan  dan  oleh  notaris  dalam  bentuk
akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di
29 Ibid.
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muka  pejabat  yang  berwenang  untuk  itu. Pejabat  yang berwenang
untuk  itu  adalah  notaris,  camat,  PPAT,  dan  lain-lain. Jenis dokumen
ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang
bersangkutan maupun pihak ketiga.30
4. Interpretasi dalam Perjanjian
Penafsiran tentang  perjanjian diatur dalam Pasal 1342 sampai
dengan pasal  1351  KUH  Perdata.  Pada  dasarnya  perjanjian  yang  dibuat
oleh  para pihak  haruslah  dapat  dimengerti  dan  dipahami  isinya.
Namun,  dalam kenyataannya  banyak  perjanjian  yang  isinya  tidak
dimengerti  oleh  para pihak.31
Dari  uraian diatas dapat dikemukakan bahwa isi perjanjian
dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
a. Kata-katanya jelas, dan
b. Kata-katanya  tidak  jelas,  sehingga  menimbulkan bermacam-macam
penafsiran.
Di  dalam  pasal  1342  KUH Perdata  disebutkan  bahwa  apabila
katakatanya jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpan dari padanya
dengan jalan  penafsiran.  Ini  berarti  bahwa  para  pihak  haruslah
melaksanakan  isi perjanjian  tersebut  dengan  itikad  baik.  Apabila  kata-
katanya  tidak  jelas, dapat dilakukan penafsiran terhadap isi perjanjian yang
30Ibid.
31 Pustaka Yustisia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Cetakan Ke-3, ( Jakarta : PT.
Buku Kita), hlm. 313.
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dibuat para pihak.32 Untuk  melakukan  penafsiran  hasuslah  dilihat  dari
beberapa  aspek, yaitu :
a. Pada  Pasal  1343  KUH  Perdata  memuat  jika  kata-katanya  dalam
perjanjian memberikan berbagai penafsiran maka harus diselidiki maksud
para pihak yang membuat perjanjian.33
b. Pada Pasal 1344 KUH Perdata berbunyi jika suatu perjanjin memberikan
berbagai  penafsiran  maka  harus  diselidiki  pengertian  yang
memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan.
c. Pada Pasal 1345 KUH Perdata, jika kata-kata dalam perjanjian diberikan
dua macam pengertian maka harus dipilih pengertian yang paling selaras
dengan  sifat  perjanjian.  Apabila  terjadi  keragu-raguan,  maka  harus
ditafsirkan  menurut  kebiasaan  dalam  negeri  atau  di  tempat
dibuatnya perjanjian termuat dalam pasal 1346 KUH Perdata.
d. Jika ada keragu-raguan,  perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang
yang  meminta  diperjanjikan  sesuatu  hal,  dan  untuk  keuntungan
orang yang  mengikatkan  dirinya  untuk  itu  termuat  pada  pasal  1349
KUH Perdata.34
32 Ibid.
33 Ibid.
34 Salim, Hukum  Perjanjian Teori  dan  Praktik  Penyusunan  Perjanjian,  (Jakarta  :
Sinar Gafika, 2008), hlm. 44.
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5. Subjek Hukum Perjanjian
Dalam  mengadakan  suatu  perjanjian,  setiap  subjek  hukum  harus
memenuhi  suatu  kondisi  tertentu  agar  dapat  mengikat  para  pihak  yang
membuatnya. 35
Jika subjeknya “badan hukum” harus memenuhi syarat formal suatu
badan  hukum. 36 Badan  hukum  merupakan  badan-badan  atau
perkumpulan.  Badan  hukum  menurut  pendapat  Wirjono  Prodjodikoro
adalah sebagai  berikut: “Suatu badan yang di samping menusia perorangan
juga  dapat  bertindak  dalam  hukum  dan  yang  mempunyai  hak-hak,
kewajiban-kewajiban  dan  kepentingan-kepentingan  hukum  terhadap
orang lain atau badan lain”.37
Syarat  formil  yang  harus  dipenuhi  sehubungan  dengan
permohonan untuk mendapatkan status badan hukum, yaitu :
a. Harus ada akta pendirian dari Notaris.
b. Kewenangan  untuk  memberikan  status  Badan  Hukum  ada  pada
Kementerian Hukum dan HAM.
c. Untuk  mendapat  status  tersebut  yang bersangkutan  mengajukan
permohonan kepada  Kementerian Hukum dan  HAM melalui Ketua PN
domisili perusahaan.38
35 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia,  (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
2000, ) hlm.27.
36 Salim, Hukum  Perjanjian,  Teori  dan  Praktik  Penyusunan  Perjanjian, (Jakarta  :
Sinar Gafika, 2008, cet 5 ), hlm. 3.
37 Ibid.,
38 http://tidakdijual.com/content/pengertian-syarat-formal-dan-material-badan-hukum,
diakses pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 09.51 WIB
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6. Syarat Sahnya Perjanjian
Syarat  sahnya  perjanjian  dapat  dikaji  berdasarkan  hukum
perjanjian yang  terdapat  di  dalam  KUH  Perdata.  Dalam hukum  Eropa
Kontinental, syarat  sahnya  perjanjian  diatur  dalam  pasal  1320  KUH
Perdata  untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:39
a. Kesepakatan antara kedua belah pihak
Syarat  yang  pertama  adalah  adanya  kesepakatan  atau
consensus  para pihak.  Kesepakatan  ini diatur  dalam  Pasal  1320  ayat
(1)  KUH  Perdata. Yang  dimaksud  dengan  kesepakatan  adalah
persesusian  pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan
pihak lainnya. Yang sesuai itu  adalah  pernyataannya,  karena  kehendak
itu  tidak  dapat  dilihat  / diketahui  orang  lain.  Ada  lima  cara
terjadinya  persesuaian  pernyataan kehendak, yaitu dengan :
1) Bahasa yang sempurna dan tertulis.
2) Bahasa yang sempurna secara lisan.
3) Bahasa  yang  tidak  sempurna  asal  dapat  diterima  oleh  pihak
lawan. Karena  dalam  kenyataannya  seringkali  seseorang
menyampaikan  dengan  bahasa  yang  tidak  sempurna  tetapi
dimengerti oleh pihak lawannya.
4) Bahasa isyarat awal asal dapat diterima lawannya
39 Ibid.
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5) Diam  dan  membisu,  tetapi  asal  dipahami  atau  diterima  oleh pihak
lawan .40
Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para
pihak, yaitu  dengan  bahasa  yang  sempurna  secara  lisan  dan tertulis.
Tujuan pembuatan  perjanjian  secara  tertulis  adalah  agar  memberikan
kepastian hukum  bagi  para  pihak  dan  sebagai  alat  bukti  yang
sempurna,  dikala timbul sengketa dikemudian hari. Dengan
dilakukannya  kata  sepakat  mengadakan  perjanjian,  maka kedua  belah
pihak  mempunyai  kebebasan  kehendak.  Masing-masing pihak tidak
mendapat tekanan atau paksaan yang mengakibatkan adanya cacat bagi
perwujudan kehendak tersebut.41
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Kecakapan  bertindak adalah  kecakapan  atau  kemampuan
untuk melakukan  perbuatan  hukum.  Perbuatan  hukum  adalah
perbuatan  yang akan  menimbulkan  akibat  hukum.  Orang-orang  yang
mengadakan perjanjian haruslah orang-orang  yang cakap dan
mempunyai wewenang untuk  melakukan  perbuatan  hukum,
sebagaimana  yang  ditentukan  oleh undang-undang.  Orang  yang
cakap  dan  berwenang  untuk  melakukan perbuatan hukum adalah orang
yang sudah dewasa.42
40 Ibid.
41 Ibid.
42 Salim, Hukum  Perjanjian,  Teori  dan  Praktik  Penyusunan  Perjanjian, (Jakarta  :
Sinar Gafika, 2008), hlm. 9.
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Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau
sudah kawin. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum
adalah :
a. Anak dibawah umur, dalam hal ini anak-anak dianggap tidak cakap
untuk melakukan perjanjian.
b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.
c. Istri, tercantum dalam  pasal 1330 KUH Perdata. Akan tetapi dalam
perkembangannya  istri  dapat  melakukan  perbuatan  hukum,
sebagaimna  diatur  dalam  Pasal  31  UU  Nomor  1  Tahun  1974  jo.
SEMA No. 3 Tahun 1963.
d. Susuatu hal tertentu, yang dalam hal ini untuk menerima tenaga kerja
dan mempekerjakan tenaga kerja
Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi
objek perjanjian adalah prestasi atau pokok perjanjian. Prestasi adalah
apa yang telah  menjadi  kewajiban  debitur  dan  apa  yang  menjadi  hak
kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan  negatif. Prestasi
terdiri atas :
a. Memberikan sesuatu,
b. Berbuat sesuatu,
c. Tidak berbuat sesuatu ( pasal 1234 KUH Perdata).43
d. Sebab halal
43 Ibid.
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Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian
orzaak (causa yang halal).  Di dalam pasal 1337 KUH Perdata disebutkan
causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan
dengan undang-undang,  kesusilaan,  dan  ketertiban  umum.  Jadi
perjanjian  yang dilakukan itu merupakan yang diperbolehkan menurut
undang-undang.44
Syarat  yang  pertama  dan  kedua  disebut  syarat  subjektif,
karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan
syarat ketiga  dan  keempat  disebut  syarat  objektif,  karena
menyangkut  objek perjanjian.  Apabila  syarat  pertama  dan  kedua
tidak  dipenuhi,  maka perjanjian  itu  dapat  dibatalkan.  Artinya,  bahwa
salah  satu  pihak  dapat mengajukan  kepada  pengadilan  untuk
membatalkan  perjanjian  yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak
tidak ada yang keberatan maka perjanjian  itu  tetap  dianggap  sah.45
Syarat  ketiga  dan  keempat  tidak dipenuhi maka perjanjian itu
batal demi hukum. Artinya, bahwa semula perjanjian itu dianggap tidak
ada. Kedua  syarat  yang  pertama  dinamakan  syarat  subjektif  karena
kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjia. Sedangkan syarat  yang
kedua terakhir dinamakan syarat objektif karena karena mengenai objek
perjanjian.46
44 Ibid.
45 Ibid.
46 Ibid.
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7. Asas Hukum Perjanjian
Dalam menyusun suatu  perjanjian  atau perjanjian, baik perjanjian
itu bersifat bilateral dan multilateral maupun perjanjian dalam lingkup
nasional, regional, dan internasional, harus didasari pada prinsip hukum dan
klausul tertentu. Dalam Hukum Perdata dikenal beberapa prinsip dasar yang
harus diterapkan dalam penyusunan perjanjian sehingga akan terhindar dari
unsurunsur  yang  dapat  merugikan  para  pihak  pembuat  suatu  perjanjian
yang mereka  sepakati.  Prinsip  dan  klausul  perjanjian  dimaksud  adalah
sebagai berikut :
a. Asas Kebebasan Berperjanjian
Asas kebebasan berperjanjian  dapat dianalisis dari ketentuan
Pasal 1338  auat  (1)  KUH  Perdata,  yang  berbunyi:  “Semua
perjanjian  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang
bagi  mereka  yang membuatnya”.47 Asas  kebebasan  berperjanjian
adalah  suatu  asas  yang memberikan kebebasan kepada para pihak
untuk :
1) Membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
2) Semua  persetujuan  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
3) Persetujuan  itu  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan
kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
47 Ibid.
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4) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.48
b. Asas Konsensualitas
Suatu  perjanjian  timbul  apabila  ada  consensus  atau
persesuaian kehendak antara para pihak. Dengan kata lain, sebelum
tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat. Konsensus tersebut
tidak perlu ditaati apabila  salah  satu  pihak  menggunakan
paksaan,penipuan  ataupun terdapat kekeliruan akan objek perjanjian.49
Kata  konsensualisme  berasal  dari  kata  latin  consensus    yang
berarti sepakat.  Arti  asas  konsensualisme  ialah  pada  dasarnya
perjanjian  dan perikatan  yang  timbul  karenanya  itu  sudah  dilahirkan
sejak  detik tercapainya  kesepakatan.  Dengan  kata  lain,  perjanjian  itu
sudah  sah apabila  sudah  sepakat  mengenai  hal-hal  yang  pokok  dan
tidaklah diperlukan  suatu  formalitas.50
Perjanjian  menurut  KUH  Perdata  secara umum  bersifat
konsensual,  kecuali  beberapa  perjanjian  tertentu merupakan perjanjian
riil atau formal. Perjanjian  riil  adalah  perjanjian  yang  baru  terjadi
kalau  barang  yang menjadi  pokok  perjanjian  telah  diserahkan.
Contoh  dari  perjanjian  riil adalah utang piutang, pinjam pakai, dan
penitipan barang.51
48 Ibid.
49 Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006 ),
hlm. 5.
50 Ibid. hlm. 15.
51 Ibid.
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Dalam  perkembangannya,  suatu  perjanjian  dapat  mengalami
perubahasn dari konsensual menjadi riil. Sebagai contoh, perjanjian jual
beli  menurut  KUH  Perdata  pada  asanya  merupakan  perjanjian
konsensual.  Akan  tetapi,  perjanjian  jual  beli  tanah  menurut  hukum
agrarian  yang  berlaku  sekarang  merupakan  perjanjian  riil  karena
didasarkan  pada  hukum  adat  yang  bersifat  riil.  Selanjutnya  dikenal
dengan perjanjian formal, yaitu perjanjian yang menurut undang-undang
harus  dituangkan  dalam  bentuk  atau  formalitas  tertentu.  Misalnya,
perjanjian perkawinan.52
c. Asas Mengikatnya Perjanjian (Pacta Sunt Servanda )
Setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi
perjanjian  tersebut  karena  perjanjian  tersebut  mengandung  janji-janji
yang harus dipenuhi  dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana
mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat
(1)  yang  menentukan  bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.53
d. Asas Itikad Baik
Asas  itikad  baik  merupakan  salah  satu  asas  yang  dikenal
dalam hukum  perjanjian.  Ketentuan  tentang  itikad  baik  ini  diatur
dalam  Pasal 1338  ayat  (3)  bahwa  perjanjian  harus  dilakukan  dengan
itikad  baik. Sementara  itu,  Arrest  H.R.  di  Negeri  Belanda
52 Ibid. hlm. 16.
53 Ahmad  Miru,  Hukum  Perjanjian  dan  Perancangan  Perjanjian.  (Jakarta  :  PT.  Raja
Grafindo Pesada, 2008), hlm. 5.
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memberika peranan tertinggi  terhadap  itikad  baik  dalam  tahapan
praperjanjian  bahkan kesesatan ditempatkana di bawah asas itikad baik,
bukan lagi  pada teori kehendak.54
h) Sistem Perjanjian
Hukum  perjanjian  menganut  system  terbuka.  Dalam
pengertian  ini, hukum  perjanjian  memberikan  kebebasan  kepada
masyarakat  untuk mengadakan  perjanjian  yang  berisi  apa  saja,
asalkan  tidak  melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.55 Sistem ini
kemudian melahirkan prinsip kebebasan berperjanjian  (freedom of
contract)  yang membuka kesempatan kepada  para  pihak  yang
membuat  perjanjian  untuk  menentukan  hal-hal berikut ini:
1) Pilihan Hukum  (choice  of  law)
Dalam  hal  ini  para  pihak menentukan sendiri dalam
perjanjian  tentang mana  yang berlaku terhadap interpretasi perjanjian
tersebut.
2) Pilihan  Forum  (Choice  of  jurisdiction)
Para  pihak  menentukan  sendiri dalam  perjanjian  tentang
pengadilan  atau  forum  mana  yang  berlaku  jika terjadi sengketa di
antara para pihak dalam perjanjian tersebut.
3) Pilihan  Domisili  ( choice  of  domicile )
Dalam  hal  ini  masing-masing pihak melakukan penunjukan
dimanakah domisili hukum dari para pihak tersebut. Kebebasan  di
54 Ibid.
55 Ibid. hlm. 13.
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atas  tidak  hanya  berlaku  untuk  perjanjian  yang meliputi  satu
wilayah  Negara  melainkan  berlaku  juga  dalam  perjanjian yang
melintasi batas-batas Negara.56
D. Upah
1. Definisi Upah
Upah  menurut  UU adalah  adalah  hak pekerja/buruh  yang
diterima  dan  dinyatakan  dalam  bentuk uang  sebagai  imbalan  dari
pengusaha/pemberi  kerja  kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau  peraturan
perundangundangan  termasuk  tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan
keluarganya  atas  suatu  pekerjaan  dan/atau  jasa  yang  telah atau  akan
dilakukan."  (UU  No.13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, Bab I,
Pasal 1 Ayat 30).57
Pada umumnya perusahaan sektor swasta (yang belum terbuka)
memerlukan  suatu  filosofi  upah  yang  kompetitif. Sedangkan  untuk
perusahaan  terbuka  (Tbk)  umumnya. memerlukan  filosofi  yang  lengkap
dengan  berfokus  pada keuntungan (benefit) dan kualitas kerja.58
Rangkuman  dari  Filosofi  Upah  adalah  sebuah  Maha Karya
Perusahaan/Corporate  Masterpiece  (selain dari produk perusahaan)  yaitu
56 Ibid. hlm. 14.
57 Basani Situmorang, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Menghimpun dan Mengetahui
Pendapat Ahli Mengenai Pengertian Sumber-Sumber Hukum Mengenai Ketenagakerjaan, Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham, (Jakarta: 2010). hlm. 24.
58 Ibid.
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sebuah  Total  Kompensasi.  Dimana  dalam Total  Kompensasi  ini
terdapat  komponen  yang  saling menunjang  satu  dengan  lainnya  agar
perusahaan  dapat kompetitif  di  pasar  industri.  Komponen-komponen
tersebut dapat  berwujud  langsung  maupun  tidak  langsung  diterima
karyawan seperti gaji, insentif/tunjangan, saham,  medical  dan sebagainya.
Ke  semua  ini  merupakan  kombinasi  yang  harus menarik,  mengikat  dan
memotivasi  serta  memuaskan karyawan.59
Ketentuan tentang upah diatur secara luas dalam pasal 88 sampai
pasal 98. 60 Disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pemerintah harus menetapkan kebijakan pengupahan, antara lain, meliputi:
a. Upah minimum;
b. Upah kerja lembur;
c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
e. Bentuk dan cara pembayaran upah;
f. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
g. Upah untuk pembayaran pesangon.
Seorang pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah dengan
memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan
kompetensisetiap kelompok pekerja. Pengusaha juga harus melakukan
59 Ibid. hlm. 25.
60 Suwarto, Undang-Undang Ketenagakerjaan;Buku Panduan,( Jakarta :  Kantor
Perburuhan Internasional, 2003), hlm. 21.
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peninjauan secara berkala dengan memperhatikan kemampuan dan
produktivitas perusahaan.61
Upah tidak akan dibayar jika pekerja/buruh tidak melakukan
pekerjaannya. Pengecualian, antara lain, adalah:
1) Pekerja/buruh dalam keadaan sakit;
2) Keluhan yang dialami pekerja perempuan pada hari pertama dan kedua
waktu menstruasi;
3) Pekerja/buruh yang menikah (3 hari), anaknya laki-laki/perempuan
menikah, sunatan bagi anak laki-lakinya, pembabtisan bagi anak laki-
laki/perempuan,isteri melahirkan atau mengalami keguguran, kematian
suami/isteri anak/orangtua/mertua dari pekerja (2 hari untuk setiap
kejadian), kematian anggota keluarga yang tinggal didalam rumah yang
sama (1 hari);
4) Pekerja/buruh sedang melakukan kewajiban (tugas) negara;
5) Pekerja/buruh melakukan kewajiban agama.
Permintaan pembayaran upah para pekerja dan pembayaran lainnya
kadaluarsa setelah dua tahun.62
2. Struktur dan Skala Upah
Ketentuan  tentang  struktur  dan  skala  upah  di  Idonesia sudah  di
atur  dalam  Keputusan Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Nomor
KEP.49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah. Struktur
upah  adalah  susunan  tingkat  upah  dari  yang terendah sampai yang
61 Ibid.
62 Ibid. hlm. 22.
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tertinggi atau dari yang tertinggi sampai yang  terendah.  Adapun skala
upah  adalah  kisaran  nilai nominal upah untuk setiap kelompok jabatan.63
Dasar pertimbangan untuk menyusun struktur upah terdiri atas :
a. Struktur organisasi.
b. Rasio perbedaan bobot pekerjaan antar jabatan.
c. Kemampuan perusahaan.
d. Biaya keseluruhan tenaga kerja.
e. Upah minimum.
f. Kondisi pasar.64
Sedangkan  dalam  penyusunan  skala  upah  dapat dilakukan melalui
dua pendekatan yaitu:
a. Skala tunggal, yaitu skala upah dengan ketentuan setiap jabatan  pada
golongan  jabatan  yang  sama mempunyai upah yang sama.
b. Skala ganda, yaitu skala upah dengan ketentuan setiap golongan  jabatan
mempunyai  nilai  upah  nominal terendah dan tertinggi.65
3. Macam-Macam Sistem Pengupahan
Terdapat  beberapa  pendekatan  yang  biasa  digunakan oleh
pengusaha  dalam menentukan  sistem  upah  bagi  para pekerjanya,
diantaranya sebagai berikut :
a. Sistem Upah Menurut Waktu
63 Basani Situmorang, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Menghimpun dan Mengetahui
Pendapat Ahli Mengenai Pengertian Sumber-Sumber Hukum Mengenai Ketenagakerjaan, Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham, (Jakarta: 2010). hlm. 27.
64 Ibid. hlm. 28.
65 Ibid.
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Sistem ini mendasarkan pembayaran upahnya menurut waktu kerja
seorang pekerja. Satuan waktunya dapat ditentukan per jam,  per  hari,
per  minggu  atau per  bulan.66
b. Sistem Upah Borongan
Sistem  ini  mendasarkan  pemberian  upah  berdasarkan  balas jasa
atas suatu pekerjaan yang dipaketkan atau diborongkan.
4. Sistem Upah Bagi Hasil
Sistem  ini  memberikan  upah  kepada  pekerjanya  dengan sistem
bagi  hasil.  Biasanya  digunakan  dalam  penggarapan lahan  pertanian
dimana  pemilik  lahan  dan  penggarap  lahan membagi  hasil  pertaniannya
dengan  presentase  tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama.67
5. Sistem Upah Menurut Prestasi
Sistem ini menentukan upah berdasarkan prestasi kerja yang
diperoleh oleh para pekerja. Dengan demikian, besarnya upah yang
diperoleh  oleh  seorang  pekerja  bergantung  kepada banyak  sedikitnya
hasil yang  dicapai  dalam  waktu  tertentu oleh pekerja tersebut.68
6. Sistem Upah Skala
Sistem  ini  menentukan  besaran  upah  berdasarkan  tingkat kemajuan
dan  kemunduran  hasil  penjualan.  Jika  hasil penjualan meningkat, maka
upah bertambah, dan sebaliknya.69
66 Ibid.
67 Ibid.
68 Ibid. hlm. 28-29.
69 Ibid.
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7. Sistem Upah Premi
Sistem  ini  merupakan  kombinasi  sistem  upah  prestasi  yang
ditambah dengan sejumlah premi tertentu.70
8. Sistem Bonus
Sistem  ini  memberikan  upah  tambahan  kepada  pekerja  dari
sebagian keuntungan perusahaan pada akhir tahun buku. Jadi selain  upah
tetap  bulanan,  pekerja  mendapatkan  upah tambahan  sebagai  bonus  atas
partisipasinya  dalam membangun perusahaan sehingga mendapatkan
keuntungan.71
9. Sistem Upah Indeks Biaya Hidup
Sistem ini mengaitkan pemberian upah dengan turun naiknya biaya
hidup.  Jika  biaya  hidup  meningkat, maka  upah  pekerja dinaikan,  dan
sebaliknya.  Dalam  sistem  ini,  upah  dapat dibayarkan dalam bentuk
barang, seperti sembako. 72
10. Upah Lembur
Upah lembur adalah upah yang diberikan ketika buruh bekerja
melebihi  waktu  kerja  yang  telah  diatur  dalam  peraturan
perburuhan/ketenagakerjaan  yaitu  lebih  dari  8  jam  sehari untuk  5 hari
kerja,  dan  7  jam  sehari  untuk  6  hari  kerja,  atau jumlah  akumulasi
kerjanya  40  jam  seminggu Upah  lembur juga  diberikan  ketika  buruh
bekerja  pada  waktu  istirahat mingguan  dan  hari-hari  besar  yang
70 Ibid.
71 Ibid.
72 Ibid.
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ditetapkan  pemerintah, peraturan membatasi waktu lembur selama 3 jam
per hari atau 14  jam  seminggu.73Upah  lembur  untuk  kerja  lembur  yang
dilakukan  pada  hari  biasa  (lembur  tidak  dilakukan  pada  saat istirahat
mingguan  atau  libur  resmi  yang  ditetapkan  oleh pemerintah) adalah :
1) Untuk 1 jam pertama besaran upah lembur adalah 1,5 kali dari upah lebur
per jam.
2) Upah  untuk  setiap  jam  lembur  berikutnya  besaran upah lembur
adalah 2 kali dari upah lembur per jam.74
11. Upah minimum
Upah  minimum  pada  dasarnya  dimaksudkan untuk  menjaga agar
pekerja yang paling marginal di pasar tenaga kerja dapat tetap  menerima
upah  yang  wajar  dan  layak.  Dengan  konsep ini, upah minimum
merupakan jaring pengaman ( safety net) di pasar tenaga kerja dan
pengupahan.75
E. Maṣlaḥah Mursalah
1. Definisi Maṣlaḥah Mursalah
Maṣlaḥah mursalah adalah yang mutlak. Menurut istilah ahli ushul,
maṣlaḥah mursalah diartikan kemaslahatan yang tidak  disyariatkan oleh
syar’i dalam wujud hukum, dalam  rangka menciptakan kemaslahatan,
disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan.
73 Ibid. hlm. 31.
74 Ibid,
75 Ibid,
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Karenanya maṣlaḥah mursalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat
dalil yang menyatakan benar atau salah. Berdasarkan pengertian tersebut,
pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata
dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya dalam
rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemadharatan
manusia yang bersifat sangat luas.76
Kalau dilihat dari bentuk lafadznya, kata al-maṣlaḥah merupakan
bahasa Arab yang berbentuk mufrad (tunggal), bentuk jamaknya al-maṣāliḥ.
Dari segi lafadznya, kata al-maṣlaḥah setimbangan dengan maf’alah dari
kata as-salah. Kata tersebut mengandung makna: keadaan sesuatu dalam
keadaannya yang sempurna, ditinjau dari kesesuaian fungsi suatu itu dengan
peruntukannya.77
Dilihat dari segi batasan pengertiannya, al- maṣlaḥah terdapat dua
pengertian yaitu “urf dan syara’. ‘Urf yang dimaksud dengan al-maṣlaḥah
ialah sebab melahirkan kebaikan dan manfaat. Sedangkan al-maṣlaḥah
secara syara’ ialah sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan)
asy-syari’ (kebaikan) dengan ketentuan hukumnya tidak ada dalil yang
menentukan kebolehan maupun larangan, baik maksud yang berkaitan
dengan ibadah maupun muamalah (al-‘adat).78
76Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh, (Bandung : Gema Risalah Press, 1997), hlm.
142.
77Usman, Rekonstruksi Teori Hukum Islam, (Yogyakarta : PT. Lki Pelangi Aksara, 2015),
hlm.  86.
78Ibid.
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Dalam kaitannya dengan hukum Islam, Fathur Rahman Djamali
mengemukakan enam asas, yaitu :
a. Asas Ilahiah
Yaitu kegiatan muamalat, termasuk perbuatan perikatan, tidak
akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia
memiliki tanggung jawab akan hal ini.79
b. Asas Kebebasan
Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk
melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan
oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka
perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus
dijalankan segala hak dan kewajibannya.
c. Asas Persamaan atau Kesetaran (Al-Musāwāh)
Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk
memenuhi kebutuhan hidup manusia. Untuk itu, antara manusia satu
dengan yang lain hendak saling melengkapi atas kekurangan dan
kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak
menentukan hak dan kewajibannya masing-masing didasarkan pada
asas persamaan dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman
yang dilakukan dalam perikatan tersebut.
d. Asas Keadilan (Al-Άdalah)
79 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 30-
37.
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Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu
persamaan. Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan
antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil, antara
individu dan masyarakat.80
e. Asas Kerelaan (Al-Riḍhā)
Dalam QS.An-Nisa(4):29, dinyatakan bahwa segala transaksi
yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara
masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan
mis-statment. Jika ini tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dilakukan
dengan cara batil.81
f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidq)
Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan
merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat
ketidakjujuran maka akan menimbulkan perselisihan antara para pihak.
g. Asas Tertulis (Al-Kiṭabah)
Dalam QS. Al-Baqarah (2): 282-283, disebutkanbahwa Allah
SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan
dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan
tanggung jawab individu yang melakukan perikatan.82
Sebuah perusahaan juga harus bisa menjalankan kemaslahatan
dari pekerjanya. Dalam sebuah ushul fiqh terdapat hukum maṣlaḥah
80 Ibid,.
81 Ibid.
82 Ibid.
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mursalah yang bisa menjadi acuan dari sebuah perusahaan. Semua
kemaslahatan yang telah dijelmakan kedalam hukum-hukum untuk
mendukung terealisasinya kemaslahatan tersebut dan fungsinya sebagai
illat hukum.83
Kemaslahatan  manusia  itu  mempunyai  tingkat-tingkatan.
Tingkat  pertama  lebih  utama dari tingkat kedua dan tingkat yang kedua
lebih utama dari tingkat yang ketiga.  Tingkatan itu, ialah:
1) Maṣlaḥah dharuriyah, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi
kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Pembagian
terhadap maslahah dharuriyah dapat berakibat pada terganggunya
kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab diakhirat.
Maslahah dharuriyah disyari’atkan untuk melindungi dan menjamin
kelestarian agama (hifz al-din), melindungi jiwa (hifz al-nafs),
melindungi akal (hifz al-aql), melindungi keturunan (hifz al-nasl) dan
melindungi harta (hifz al-mal). Untuk melindungi agama Allah
mensyari’atkan berbagai macam ibadah, mengharamkan perbuatan
murtad, melarang memaki sesembahan selain Allah dan sebagainya.
Untuk melindungi jiwa Allah melarang pembunuhab, melarang segala
tindakan yang membahayakan jiwa, mensyari’atkan pernikahan,
mewajibkan mencari rizki dan lain-lain. Untuk melindungi akal Allah
mengharamkan meminum-minuman keras, mewajibkan menuntut
83 Alaiddin Koto, Ilmu Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh, (Pekanbaru : Rajawali, 2004), hlm. 109.
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ilmu dal lain-lain. 84 Untuk melindungi keturunan Allah
mensyari’atkan pernikhan, melarang perzinaan dan tabanni
(mengadopsi anak), dan lain-lain. Sedang untuk melindungi harta
Allah mengharamkan pencurian, riba, judi, dan lain-lain.
2) Maṣlaḥah hajiyah, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh
manusia untk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan.
Pengabaian terhadap maslahah hajiyah tidak menimbulkan ancaman
bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan
kesulitan dan kesempitan. Dalam rangka merealisasikan maslahah
hajiyah ini Allah mensyari’atkan sebagai transaksi, seperti jual beli,
sewa menyewa, dan memberikan beberapa keringanan hukum
(rukhshah), seperti kebolehan menjamak dan mengqashar shalat bagi
musafir, kebolehan menunda pelaksanaan berpuasa Ramadhan bagi
orang yang sedang hamil, menyusui dan sakit, serta tidak
berkewajiban shalat lima waktu bagi orang yang sedang haid dan
nifas.85
3) Maslahah tahsiniyah, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada
prinsipnya berhubungan dengan makarimul ahlak serta memelihara
keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalat.86
 َينِمَلاَعِْلل ًةَْحمَر لاِإ َكاَنْلَسْرَأ اَمَو)لأا :ءايبن٧۰١(
84 Suwarji, Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 142-143.
85 Ibid.,
86 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.
122.
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“Tidaklah semata-mata aku mengutusmu (Muhammad) kecuali untuk
kebaikan seluruh alam”. (QS.Al-Anbiya’: 107)
Imam Ghozali mengemukakan bahwa pada prinsipnya maṣlaḥah
adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka
memelihara tujuan-tujuan syara’. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa
merumuskan maṣlaḥah mursalah sebagai berikut:
 َن رِاَبِتْعِلاِْ  َلاَو ِنَلاْطُبْل ِ  ِعْرَّشلا ْنِم ُهَل ْدَهْشَي َْلماَم ٌ َّينَعُم ٌّص
“Apa-apa (maṣlaḥah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam
bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang
memperhatikannya”.87
2. Kehujjahan Maṣlaḥah Mursalah
Sebagai hujjah maṣlaḥah mursalah diperselisihkan para ulama.
Dalam masalah ini ulama terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
a. Menurut Jumhur ulama maṣlaḥah mursalah tidak dapat dijadikan
dalil/hujjah. Mereka mengemukakan beberapa argument, yaitu:
1) Allah telah mensyari’atkan untuk para hamba hukum-hukum yang
memenuhi tuntutan kemaslahatan mereka. Ia tidak melupakan dan
meninggalkan satu kemaslahatanpun, tanpa mengundangkannya.
2) Maṣlaḥah mursalah itu berada diantara maṣlaḥah mu’tabarah dan
maṣlaḥah mulghah, dimana menyamakannya dengan maṣlaḥah
mu’tabarah belum tentu lebih sesuai dari pada menyamakannya
dengan maṣlaḥah mulghah, karena tidak pantas dijadikan hujjah.88
87 Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustasyfa fi ‘Ilm al-Ushul, (Beirut : Dar al-Kutub al-
Ilmiyyah, 1993), hlm. 311.
88 Suwarji, Ushul Fiqh, (Yogyakarta:Teras, 2012), hlm. 138-139.
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b. Menurut Imam Malik maṣlaḥah mursalah adalah dalil hukum syara’.
Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Harmain. Mereka mengemukakan
argument sebagi berikut :
1) Nash-nash syara’ menetapkan bahwa syari’at itu diundangkan untuk
merealisasikan kemasahatan manusia, karenanya berhujjah dengan
maṣlaḥah mursalah sejalan mendasarinya.
2) Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu
berubah karena perbedaan tempat, keadaan dan jaman. Jika hanya
berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan nash
saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan
dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak
sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari’at.
3) Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya
banyak melakukan ijtihad berdasarkan maslahah dan tidak ditentang
oleh seorangpun dari mereka. Kerenanya ini merupakan ijma’.
c. Menurut Imam Ghazali, maṣlaḥah mursalah yang dapat dijadikan dalil
hanya maslahah dharuriyah. Sedangkan maslahah hajiyah dan maslahah
tahsiniyah tidak dapat dijadikan dalil.89
Adapun dalil tentang ke-hujjah-an maslahah al-mursalah adalah
sebagai berikut:
1) Sesungguhnya  permasalahan  tentang  perbaikan  manusia  selalu
muncul  dan  tidak pernah  berhenti.  Jika  seandainya  tidak
89 Suwarji, Ushul Fiqh, (Yogyakarta:Teras, 2012), hlm. 139-140.
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menggunakan  maslahah  al-mursalah  maka tidak  dapat  mengatur
permasalahanpermasalahan  yang  baru  yang  timbul  untuk
memperbaiki manusia.90
2) Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan maslahah
almursalah, yakni dari para Sahabat, para  Tabi’in  dan para  mujtahid.
Mereka menggunakan  maslahah al-mursalah  untuk  kebenaran  yang
dibutuhkan,  seperti  Sahabat  Abu  Bakar mengumpulkan mushaf-
mushaf lalu dibukukan menjadi Al-Qur’an.
Mengenai berbagai persyaratan untuk membuat dalil maṣlaḥah
almursalah yang akan diterapkan untuk menggali suatu hukum, ialah :
a) Hendaknya maṣlaḥah al-mursalah digunakan  pada  suatu  obyek
kebenaran  yang nyata, tidak kepada obyek yang kebenarannya hanya
dalam dugaan.
b) Hendaknya  maslahah  al-mursalah  digunakan  pada  obyek  yang
bersifat  universal bukan pada obyek yang bersifat individual/khusus.
c) Hendaknya  tidak  bertentangan  dengan  hukum  syara’  yang  sudah
ditetapkan  oleh Nash atau Ijma’.91
3. Syarat-syarat Maṣlaḥah Mursalah
Maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat :
a. Maṣlaḥah tersebut harus maṣlaḥah yang hakiki, bukan sekedar maslahah
yang diduha atau diasumsikan.
90 Said Agil Husin Al-Munawar, Membangun Metodologi Ushul fiqh, (Jakarta: PT. Ciputat
Press, 2014), hlm. 14.
91 Ibid.,
56
b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan
pribadi atau kemaslahatan khusus.
c. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqashid al-syari’ah dan tidak
bertentangan dengan dalil-dalil syara’.
d. Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat.
Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal
sehat.
e. Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan
kemaslahatan dharuriyah, bukan kemaslahatan hajiyah atau tahsiniyah.92
92 Suwarji, Ushul Fiqh, (Yogyakarta:Teras, 2012), hlm.140.
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BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG CV. KENCANA PRINT BOYOLALI
A. Profil CV. Kencana Print Boyolali
CV. Kencana Print adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha
printing, pembuatan spanduk, umbul-umbul, vertikal banner, layar toko baik
berbahan kain atau vinyl, produk garment dan promosi outdoor. CV. Kencana
Print merupakan produsen bahan-bahan promosi, dan berbagai macam produk-
produk yang berhubungan dengan kegiatan promosi lainnya yang berada di
karasidenan Surakarta. Hingga saat ini CV. Kencana Print sudah berdiri lebih
dari 14 tahun.1
CV. Kencana Print adalah perusahaan yang berbadan hukum dan telah
disahkan dengan keputusan menteri hukum.Alamat CV. Kencana Print di
Padokan RT 04/RW 04 Sawahan Ngemplak Boyolali, telp. (0271) 740634,
email: solokencana2@gmail.com, website : kencanaprint.com.2
B. Visi dan Misi CV. Kencana Print Boyolali
1. VISI
Menjadi produsen yang mampu di segala macam bidang promosi
dengan memberikan pelayanan yang sempurna kepada pelanggan.
1 Buku profil CV. Kencana Print Boyolali.
2Ibid.
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DIREKTUR
MARKETING
KEUANGAN
Personalia
Adm. HRD
GAHRD GA ( General
Affair)
Finishing
Cetak
Supervisor
MANAGER
PRODUKSI
2. MISI
Menciptakan karyawan yang handal sehingga mampu menciptakan
produk berkualitas terbaik sesuai keinginan pelanggan.
C. Struktur Organisasi CV. Kencana Print Boyolali
Gambar 1.1 Bagan struktur organisasi di CV. Kencana Print Boyolali.3
3 Andi Wahyu Nugroho, HRD CV. Kencana Print, wawancara pribadi, 14 Mei 2019, jam
16.00-17.00 WIB
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D. Tata Tertib CV. Kencana Print Boyolali
1. Setiap karyawan harus telah hadir/berada ditempat kerja selambat-lambatnya
10 menit sebelum pekerjaan dimulai dan pulang/meninggalkan pekerjaan
tepat pada waktunya(setiap koordinator wajib melakukan briefing pagi dan
akan pulang)
2. Setiap karyawan wajib absen pada mesin absen yang telah disediakan.
3. Apabila mesin absen tidak berfungsi/tidak bisa melakukan absensi, maka
karyawan tersebut wajib melaporkan ke satpam yang bertugas pada hari yang
sama.
4. Setiap karyawan wajib memakai seragam kerja yang telah ditetapkan oleh
perusahaan.
5. Setiap karyawan wajib menjaga dan memelihara dengan baik semua barang
milik perusahaan dan segera melapor kepada pimpinan perusahaan atau
atasannya apabila mengetahui hal hal yang menimbulkan bahaya atau
kerugian perusahaan.
6. Setiap karyawan harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari
atasannya apabila:
a. Pulang kerja sebelum waktunya.
b. Meninggalkan tempat kerja pada waktu kerja.
c. Datang ditempat kerja diluar waktu kerja untuk keperluan apapun.
7. Barang yang keluar masuk pabrik harus menggunakan form yang telah
ditentukan disertai tanda tangan atasan dan harus ditunjukkan petugas
keamanan.
60
8. Setiap karyawan dilarang merokok ditempat kerja/ditempat lain yang
dilarang menggunakan api.
9. Setiap karyawan dilarang melakukan tindakan yang menimbulkan keonaran.
10. Setiap karyawan dilarang tidur disaat jam kerja.
11. Setiap karyawan dilarang tidur diarea produksi.4
12. Kepada setiap karyawan yang melakukan pelanggaran tata tertib  dapat
diberikan peringatan secara lisan maupun tertulis melalui  surat peringatan
1,2,3 yang tidak ada ikatan waktu antara satu dengan yang lainnya dan masa
berlakunya masing masing satu peringatan 6 bulan.
13. Segenap karyawan wajib menyimpan rahasia perusahaan baik yang
diperoleh karena jabatan ataupun karena kepercayaan yang diberikan
kepadanya dan bilamana terdapat pelanggaran akan dilaporkan kepada pihak
yang berwajib atas dasar pengaduan pembocoran rahasia perusahaan.
14. Dalam rangka menjamin kelancaran pekerjaan, setiap karyawan dilarang
melakukan perbuatan tercela dan wajib mentaati semua ketentuan dalam
peraturan perusahaan ini, serta wajib melakukan hal hal yang selayaknya
dilakukan oleh karyawan yang baik.
15. Hal-hal yang belum diatur diatas akan diputuskan oleh management.5
4 Ibid.
5Ibid.
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E. Jam Kerja CV. Kencana Print Boyolali
1. Pelaksanaan Jam Kerja
Nama  bagian untuk pengerjaan produk di CV. Kencana Print Boyolali
yaitu:
a. Afdruk dan lab. Cat
Pembuatan alat untuk pencetakan printing manual/ plakan film
yang terbuat dari baja ringan dengan bentuk persegi panjang, dan
pembuatan cat/obat untuk printing manual tersebut.
b. Pra produksi/proof
Pembuatan sample pesanan dengan diteliti sebelum diberikan pada
bagian produksi seperti umbul-umbul, layar toko dan spanduk iklan
promosi agar sesuai dengan pesanan konsumen.
c. Divisi manual printing
Mencetak pesanan yang sudah didesain dengan disesuaikan
pesanan konsumen seperti umbul-umbul, layar toko dan spanduk iklan
promosi.
d. Desain
Pengeditan gambar/pembuatan film yang akan dicetak, yang
disesuaikan dengan pesanan.
e. Finishing
Finishing ini meliputi:
1) Memotong, yaitu memotong kain lebihan dari produk seperti spanduk,
agar terlihat lebih rapi.
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2) Menjahit, yaitu menjahit bagain pinggir kain agar produk yang setelah
dipotong benang-benangnya tidak lepas.
3) Memplong, yaitu melubangi bagian ujung atau sesuai dengan pesanan.
4) Mengcolly, yaitu barang yang sudah dicetak dicek kembali agar tidak
terjadi cacat dalam pesanan sebelum pesanan dikirim.6
f. Garment
Bagian produksi pakaian yang awalnya hanya dari kain gulungan
yang selanjutnya akan dipotong-potong lalu dicetak logo/motif dengan
desain yang telah ditentukan dan akan dijahit yang ditambah dengan sesuai
pesanan konsumen.
g. Divisi digital printing
Pencetakan dengan menggunakan mesin print seperti mmt.
h. Divisi outdoor, dan
i. Outdoor.7
2. Waktu Kerja
Untuk dibagian produksi semua karyawan masuk pukul 08.00 WIB
hingga pukul 16.00 WIB, jika tidak ada tambahan jam lembur kerja. Untuk
bagian karyawan office juga masuk pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00
WIB, jika tidak ada tambahan jam lembur kerja.8
6 Ibid.
7Erwin wiadi, karyawan CV. Kencana Print Boyolali, wawancara pribadi, 01 Juli 2019, jam
10.00-11.00 WIB.
8Ibid.
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Namun untuk bagian GA (general affair) bagian ini terbagi menjadi
beberapa tim yaitu:
a. Bagian tim kebersihan, pekerja masuk pukul 07.00 WIB hingga pukul
15.00 WIB, namun di bagian tim ini diwajibkan pulang pukul 16.00 WIB
dikarenakan wajib lembur 1 jam setiap hari, ini bukan termasuk jam
tambahan lembur yang lainnya.
b. Bagian security, pekerja masuk pukul 07.30 WIB hingga pukul 16.00
WIB, jika tidak ada tambahan jam kerja lembur.
c. Bagian Driver, pekerja masuk pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB,
jika tidak ada jam kerja lembur.
d. Teknisi, pekerja masuk pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB, jika tidak ada
jam kerja lembur.9
3. Jam Kerja Lembur
Sistem kerja lembur yang diterapkan pada CV. Kencana Print
Boyolali yaitu dengan dilihatnya seberapa banyak pengerjaan pesanan yang
diminta oleh konsumen. Jika pesanan banyak dan waktu pengerjaan yang
terbatas maka para pekerja harus segera menyelesaikannya. Lama pengerjaan
dimulai pukul 08.00-16.00 WIB dan di tambah jam lembur 16.00-20.00 WIB,
jika pengerjaan belum selesai maka pengerjaan dilanjutkan hingga hampir
pukul 02.00 WIB.10
9 Erwin wiadi, karyawan CV. Kencana Print Boyolali, wawancara pribadi, 04 Juli 2019, jam
10.00-11.00 WIB.
10 Faisal Nurdiansyah, karyawan CV. Kencana Print Boyolali, wawancara pribadi, 14 April
2019, jam 10.00-11.00 WIB.
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Diadakannya kerja lembur di CV. Kencana Print Boyolali karena
perusahaan yang bergerak di bidang usaha printing ini dalam pengerjaan
mencetak produk membutuhkan waktu tambahan yang cukup banyak.
Dengan adanya kerja lembur juga produk yang telah dipesan oleh para
costumer dapat segera dikirim dengan waktu pengerjaan yang telah ada.
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BAB IV
ANALISISMAṢLAḤAH MURSALAH DAN UNDANG-UNDANG
TENTANG KETENAGAKERJAAN DI CV. KENCANA PRINT
BOYOLALI
A. Analisis Praktik Kerja Lembur Di CV. Kencana Print Boyolali Ditinjau
Dari UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Dijelaskan pula dalam Pasal 78 UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:
1. Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja
sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat :
a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan;dan
b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilkukan paling banyak 3 (tiga) jam
dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
2. Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja
sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
3. Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
b tidak berlaku bagi usaha atau pekerjaan tertentu.
4. Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Dengan penjelasan UU diatas di CV. Kencana Print Boyolali belum
dapat menjalankan peraturan yang di UU tersebut. Karena sistem kerja lembur
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di CV. Kencana Print Boyolali tidak memiliki batas waktu jam kerja lembur
seperti yang telah dijelaskan di UU tersebut. Sistem waktu kerja yang ada di
CV. Kencana Print Boyolali dengan menyesuaikan bahan produk yang telah
dipesan, produk yang dipesan banyak dengan waktu pengerjaan kurang maka
para pekerja harus bekerja hingga lewat waktu jam kerja lembur. Pekerja akan
bekerja sampai lewat waktu kerja lembur sampai barang yang sudah dipesan
telah selesai semua.
Dalam Bab II juga dijelaskan ketentuan tentang upah diatur secara luas
dalam pasal 88 sampai pasal 98. Disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh
berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan. Pemerintah harus menetapkan kebijakan pengupahan. Salah satu
dari kebijakan itu adalah  upah jam kerja lembur. Di CV. Kencana Print
Boyolali memberikan upah jam kerja lembur yang telah sesuai dengan pasal 78
UU No. 13 Tahun 2003, namun yang belum diberikan adalah upah jam kerja
lembur yang melebihi batas jam kerja lembur yang seharusnya 3 jam menjadi 4
sampai 8 jam dalam sehari.
Pasal 50 UU Ketenagakerjaan ini juga mengatur bahwa hubungan kerja
terjadi karena perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
Undang-undang ini menetapkan beberapa persyaratan tertentu yang harus
dipenuhi dalam perjanjian kerja untuk melindungi tenaga kerja dari praktek
tidak adil atau penyalah gunaan dan untuk menjamin kepastian hukum yang
berkaitan dengan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha.
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Di CV. Kencana Print Boyolali juga memiliki perjanjian untuk para
pekerjanya. Perjanjian ini dilakukan dengan cara tertulis dan lisan. Perjanjian
dibuat agar para pekerja menjalankan hak dan kewajiban sebagai
pekerja.Namun di CV. Kencana Print Boyolali terjadi suatu wanprestasi dari
perusahaan dan para pekerjanya. Karena perjanjian dalam CV. Kencana Print
Boyolali dalam perjanjian dapat berubah tanpa adanya persetujuan dari pihak
pekerja. Saat karyawan diminta untuk mengisi perjanjian atau untuk mensetujui
perjanjian tersebut ada beberapa karyawan yang tidak faham dengan apa
maksud dari perjanjian tersebut dan akan digunakan untuk apa. Jadi para
pekerja hanya tau kalau dirinya akan bekerja dan mendapatkan upah dari hasil
kerjanya.
Selain yang telah dijelaskan diatas salah satu kedzaliman di CV.
Kencana Print Boyolali yaitu dengan memberikan kerja lembur dengan cara
tiba-tiba kepada salah satu tim pekerjanya dikarenakan tidak ada yang bisa
menjalankan kerja lembur tersebut dan menjadikan pekerja ini harus bekerja
kembali walaupun sebelumnya ia telah menyelesaikan kerja lembur yang telah
sesuai dengan jam yang ditentukan.
Arti dari kerja lembur juga telah dijelaskan lagi bahwa waktu kerja
lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari dan 40 jam 1 minggu
untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau delapan jam sehari dan 40 jam 1
minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu atau waktu kerja pada hari istirahat
mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah (Pasal 1
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butir 1 Kemenakertrans No. Kep102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja
Lembur dan Upah Kerja Lembur).
B. Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Pasal 78 UU No.13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di CV. Kencana Print Boyolali
Setiap perusahaan tentunya memiliki peraturan dan sistem kerja
tersendiri bagi karyawan/pekerja yang bekerja pada suatu perusahaan tersebut.
Namun terkadang masih ada beberapa perusahaan yang memberikan sistem
kerja yang bukan menjadikan kemaslahatan namun menjadi kemudharatan bagi
karyawan/perkerjanya.
Sebagaimana telah dijelaskan di Bab II yang mana sebuah perusahaan
juga harus bisa menjalankan kemaslahatan dari pekerjanya. Dalam sebuah
ushul fiqh terdapat hukum maṣlaḥah mursalah yang bisa menjadi acuan dari
sebuah perusahaan. Semua kemaslahatan yang telah dijelmakan kedalam
hukum-hukum untuk mendukung terealisasinya kemaslahatan tersebut dan
fungsinya sebagai illat hukum.
Di dalam CV. Kencana Print Boyolali terjadi kemudharatan yang
memaksakan seseorang untuk terus bekerja terlalu lama. Walaupun tenaga
pekerja tersebut memang dibayarkan dengan upah, namun disisi lain pekerja
harus bekerja tanpa ada henti kecuali waktu istirahat dengan tanpa adanya
pergantian dari pekerja yang lain. Dikarenakan harus segera menyelesaikan
produk yang sudah waktu deadline pesanan. Dalam hal ini para pekerja dapat
bekerja sampai dini hari tanpa ada pergantian dari para pekerja yang lain.
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Dengan adanya sistem kerja yang seperti itu ada beberapa pekerja yang
mengundurkan diri untuk tidak bekerja lagi, karena sistem ini termasuk terjadi
kedzaliman dengan sesama manusia juga upah yang didapat oleh para pekerja
belum dapat sesuai dengan tenaga kerja yang mereka lakukan dengan waktu
yang sangat lama itu.
Di Bab II juga dijelaskan bahwa kemaslahatan  manusia  itu
mempunyai  tingkat-tingkatan.  Tingkat  pertama  lebih  utama dari tingkat
kedua dan tingkat yang kedua lebih utama dari tingkat yang ketiga.Tingkatan
itu, ialah:
1. Maṣlaḥah dharuriyah, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi
kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Maslahah
dharuriyah disyari’atkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama
(hifz al-din), melindungi jiwa (hifz al-nafs), melindungi akal (hifz al-aql),
melindungi keturunan (hifz al-nasl) dan melindungi harta (hifz al-mal).
Untuk melindungi agama Allah mensyari’atkan berbagai macam ibadah,
mengharamkan perbuatan murtad, melarang memaki sesembahan selain
Allah dan sebagainya.
Di CV.Kencana Print Boyolali belum dapat melindungi setiap pekerjanya
dari segi ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan memperkerjakan
pekerjanya dengan sistem kerja lembur yang tidak ditentukan waktunya,
juga dengan upah yang belum sesuai dengan tenaga yang telah dikerjakan
oleh para pekerjanya.
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2. Maṣlaḥah hajiyah, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia
untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabaian
terhadap Maṣlaḥah hajiyah tidak menimbulkan ancaman bagi
keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan
kesempitan.
Perusahaan CV. Kencana Print Boyolali dibangun disekitar komplek rumah,
yang bertujuan untuk memberikan lowongan pekerjaan bagi masyarakat
sekitarnya. Karena CV. Kencana Print Boyolali ini mengutamakan orang-
orang terdekat untuk bekerja di perusahaannya. Namun tidak menolak juga
bagi yang bertempat di selain sekitar Boyolali.
Dengan mengutamakan pekerja yang berada ditetangga, yang belum semua
adalah berpendidikan yang menjadikan CV. Kencana Print Boyolali tidak
memberikan upah dengan sampai UMK, walaupun pekerja tersebut telah
menjalankan kerja lembur yang melebihi batas jam kerja lembur.
3. Maslahah tahsiniyah, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya
berhubungan dengan makarimul ahlak serta memelihara keutamaan dalam
bidang ibadah, adat dan muamalat.
CV. Kencana Print Boyolali perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada
output tetapi juga akhlak yang baik pada setiap karyawan, dibuktikan
dengan adanya pengajian setiap bulannya. Di CV. Kencana Print Boyolali
juga mengadakan pemberangkatan umroh bagi pekerjanya dengan sistem
yang paling lama bekerja dan dilihat dari prestasi bekerja dari para
pekerjanya.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi,
wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di CV. Kencana Print
Boyolali tentang implementasi UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang ditinjau dari maṣlaḥah mursalah dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Dalam pelaksanaan kerja lembur yang dilakukan oleh pekerja CV.
Kencana Print Boyolali menggunakan sistem seberapa banyak produk
yang dipesan oleh para costumer dan waktu pengerjaan yang telah
ditetapkan. Diperusahaan tersebut dilakukan kerja lembur untuk memenuhi
kemampuan perusahaan menyediakan produk pesanan yang diterima.
Dengan adanya kerja lembur yang dilakukan oleh para pekerja maka para
pekerja akan mendapatkan upah atas kerja lembur yang dilakukan. Jika
dilihat dari UU Ketenagakerjaan maka di CV. Kencana Print Boyolali
telah menjalankan sesuai dengan didalamnya, yang mana di perusahaan
tersebut telah memberikan upah kerja lembur.
Sesuai dengan data yang diperoleh oleh peneliti, pelaksanaan UU No. 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di CV. Kencana Print Boyolali.
Bahwa dalam pelaksanaan UU ketenagakerjaan didalam CV. Kencana
Print Boyolali belum dapat dilaksanakan. Namun pada hakikatnya
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sebagian perusahaan memang tidak dapat untuk menjalankan semua yang
sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Di karenakan setiap perusahaan
melihat dari segi ketenagakerjaan dari karyawan dan segi kondisi dari
perusahaan itu sendiri.
2. Dalam praktiknya ketika karyawan CV. Kencana Print Boyolali
melakukan kerja lembur, pekerja perusahaan tersebut sering kali melebihi
jam lembur untuk memenuhi deatline dari perusahaannya, akan tetapi
waktu diluar jam kerja lembur tidak dihitung sebagai upah lembur, yang
menjadikan mudharat bagi pekerja perusahaannya karena bekerja tanpa
mendapat upah yang sesuai. Hal tersebut tidak sesuai jika dilihat dari
maṣlaḥah mursalah.
B. Saran
Setelah melihat hasil penelitian ini, maka peneliti mengajukan
beberapa saran antara lain sebagai berikut :
1. Perusahaan supaya bisa lebih jelas lagi ketika memberikan perjanjian/
kontrak kerja kepada para pekerjanya.
2. Perusahaan supaya bisa lebih adil dalam menjalankan kerja lembur
kepada para pekerjanya dan memberikan upah yang sesuai dengan
pekerjaan yang telah dikerjakan oleh para pekerjanya, yaitu jam kerja
lembur yang melebihi batas kerja lembur.
3. Perusahaan supaya dapat melihat kesiapan para pekerjanya saat akan
melakukan pekerjaan.
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Lampiran 1
HASIL WAWANCARA DI CV. KENCANA PRINT BOYOLALI
Hasil Wawancara 1
Nama : Erwin Wiadi
Jabatan : Karyawan CV. Kencana Print Boyolali
Tanggal : 01 Juli 2019 dan 04 Juli 2019
Waktu : 10.00-11.00 WIB
Pertanyaan :
1. Bagaimana sistem kerja lembur yang ada di CV. Kencana Print Boyolali ?
2. Bagaimana upah yang didapat di CV. Kencana Print Boyolali ?
Jawaban :
1. Di CV. Kencana Print Boyolali menggunakan sistem kerja lembur juga, namun
tidak menggunakan batas waktu jam dari kerja lembur. Karena di CV. Kencana
Print Boyolali berpacu dengan seberapa banyak produk yang dipesan.
2. Upah yang diberikan di CV. Kencana Print Boyolali memang belum bisa sesuai
dengan tenaga kerja yang dilakukan oleh para pekerja dengan lamanya para
pekerja bekerja.
Hasil Wawancara 2
Nama : Faisal Nurdiansyah
Jabatan : Karyawan CV. Kencana Print Boyolali
Tanggal : 14 April 2019
Waktu : 10.00-11.00 WIB
Pertanyaan :
1. Berapa lama anda bekerja jika mendapatkan kerja lembur dengan sistem
tanpa batas waktu dari jam kerja lembur ?
2. Apakah anda bisa menerima dengan sistem kerja lembur yang diterapkan di
CV. Kencana Print ini ?
Jawaban :
1. Saya pernah bekerja hingga dini hari dikarenakan produk pesanan yang akan
segera dikirim.
2. Saya memang membutuhkan pekerjaan ini, jadi saya menikmati pekerjaan
ini.
Hasil Wawancara 3
Nama : Andi Wahyu Nugroho
Jabatan : HRD CV. Kencana Print Boyolali
Tanggal : 14 April 2019
Waktu : 16.00-17.00 WIB
Pertanyaan :
1. Apakah dengan sistem  kerja lembur seperti itu karyawan bisa mengerjakan
dengan maksimal ?
2. Bagaimana dengan upah yang diberikan kepada para pekerja ?
Jawaban :
1. Para pekerja mengerjakan dengan maksimal mungkin, karena nanti akan ada
bagian penyortiran untuk barang yang cacat dan yang baik untuk dikirim.
2. Upah yang diberikan memang belum bisa sesuai. Namun di CV. Kencana
Print Boyolali ini ada penaikan upah setiap tahunnya. Dan perkerja yang
sudah lama bekerja disini untuk upah yang diberikan sudah dibilang sesuai.
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